BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dan hasil analisa yang telah dipaparkan

sebelumnya, Penulis akan menarik kesimpulan dan menjawab rumusan

masalah yang telah dijabarkan sebelumnya pada bab | tulisan ini, yaitu:

1. Apakah Kklien dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dan apakah

advokat dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha?

2. Apakah klien dapat mengajukan sengketa ke BPSK atas penggunaan jasa
advokat berdasarkan UUPK?

3. Apa standar atau indikator Advokat telah memberikan usaha yang terbaik

(best effort) dalam memberikan jasa hukum?

Kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

1)

2)

Klien dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dalam UUPK karena
memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka (2)
UUPK. Begitu pula dengan advokat dapat dikategorikan sebagai
pelaku usaha dalam UUPK, sepanjang advokat menerima
honorarium dalam memberikan jasa hukum. Advokat yang tidak
menerima honorarium misalnya dalam melakukan bantuan hukum
tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha karena tidak
memenuhi unsur ‘menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi’ yang terdapat dalam Pasal 1 angka (3) UUPK.

Klien dapat mengajukan sengketa atas penggunaan jasa advokat ke
BPSK. Hal ini dikarenakan klien dan advokat merupakan subjek
dalam UUPK. Sebagaimana telah diatur dalam UUPK bahwa

konsumen yang merasa dirugikan atas barang/jasa pelaku usaha
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dapat menyelesaikan sengketa melalui BPSK. Selain itu tidak ada
pengaturan yang lebih khusus yang mengatur mengenai
penyelesaian sengketa antara advokat dengan Kklien. Dengan
demikian, ketentuan dalam UUPK dapat diberlakukan.

3) Standar atau indikator bagi advokat dalam memberikan usaha yang
terbaik (best effort) adalah peraturan perundang-undangan, kode etik
dan standar profesi. Ketiga hal tersebut harus dipernuhi seluruhnya
agar advokat dapat dikatakan telah memberikan jasa dengan baik.
Kode etik dan peraturan perundang-undangan tidak cukup untuk
dijadikan standar karena tidak spesifik mengatur standar yang harus

dilakukan seorang advokat dalam memberikan jasa hukum.
5.2. Saran

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah Penulis jabarkan
sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa berbagai permasalahan yang ada
harus diselesaikan oleh advokat itu sendiri dengan cara seluruh organisasi
advokat yang ada berunding bersama dan membuat standar profesi dalam
berbagai macam bidang jasa hukum advokat. Intervensi Pemerintah untuk
menyelesaikan masalah ini misalnya melalui Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia kurang tepat untuk dilakukan karena advokat tidak diangkat
oleh Pemerintah c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu,
tentu hanya advokat yang mengerti berbagai permasalahan dan solusi yang
terbaik untuk advokat.

Seluruh organisasi advokat seharusnya berunding misalnya untuk melebur
menjadi satu organisasi advokat, atau setidaknya membuat suatu standar
pendidikan, standar ujian, kode etik dan dewan kehormatan yang sama.
Dengan demikian, terdapat kepastian hukum bagi advokat dan klien sehingga

permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya tidak terjadi.

Organisasi advokat juga seharusnya membuat standar profesi pada berbagai

bidang jasa hukum advokat (tidak hanya di bidang pasar modal), sehingga

83



terdapat standar yang dapat dijadikan pedoman baik bagi klien maupun
advokat.

BPSK juga sebaiknya mensosialisasikan bahwa klien yang merasa dirugikan
dapat mengajukan sengketa ke BPSK. Hal ini untuk mengasatasi masalah
tidak adanya sengketa yang diajukan klien ke BPSK karena ketidaktahuan
klien. Dengan melakukan sosialisasi, diharapkan klien mengerti bahwa
terdapat opsi selain pengadilan yang dapat dipilih untuk mengajukan sengketa

konsumen.
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